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ABSTRAK 

FREANGKY    1201641/2012     :   Implementasi Peraturan  Daerah 

Kabupaten   Agam No 5 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan 

Kelestarian Kawasan Danau 

Maninjau 

Penelitian ini beranjak dari permasalahan pencemaran lingkungan di 

Danau Maninjau akibat kegiatan budidaya keramba jaring apung. Ada dua tujuan 

dalam penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui mengapa Implementasi Peraturan 

daerah no 5 tahun 2014 tentang pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau 

belum terlaksana seperti seharusnya. (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah no 5 tahun 2014 tentang 

pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Kenagarian Koto Kaciak dan Koto Malintang 

Kecamatan Tanjung Raya. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai 

teknik purposive sampling, dan snowball sampling. Jenis datanya adalah data 

primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara,observasi 

(pengamatan) dan studi dokumentasi. 

Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana suatu kebijakan 

dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah 

ditetapkan. Dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa 

pengimplementasian Peraturan Daerah no 5 tahun 2014 tentang pengelolaan 

kelestarian kawasan Danau Maninjau belum berjalan sepenuhnya. Amanat dari 

Perda belum terlaksana sepenuhnya seperti pengurangan jumlah unit keramba 

jaring apung yang diperbolehkan yang hanya sebanyak 6000 petak saja, belum 

ada langkah dari pelaksana kebijakan untuk menertibkan setelah dua tahun Perda 

ini berjalan. Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi Perda no 5 tahun 

2014 yaitu pembagian potensi dimana didalam Perda belum jelas diatur 

pembagian tugas antar pelaksana kebijakan. 

Kata Kunci : Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengeloaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan hal yang mutlak 

dilakukan mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah 

kepulauan yang tersusun atas beberapa unsur lingkungan hidup yang ada 

didalamnya. Di Indonesia, pelestarian lingkungan hidup telah diatur dalam 

undang-undang nomor 32 tahun 2009. Salah satu unsur lingkungan hidup seperti 

danau juga telah diatur pengelolaan serta pelestariannya. Danau merupakan 

ekosistem yang di lindungi oleh undang-undang karena merupakan bagian dari 

ekosistem yang sangat bermanfaat bagi ekosistem-ekosistem lain disekitarnya.  

Salah satu danau yang berada di Sumatera Barat adalah Danau Maninjau 

yang terkenal dengan rinuak yang hidup di dalamnya, keramba jaring apung 

(KJA) untuk budidaya ikan Nila, dan pemandangannya yang indah untuk 

pariwisata. Danau Maninjau yang terletak pada 0°19′LS 100°12′BT berada dalam 

wilayah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan ketinggian 461,50 

meter diatas permukaan laut. Luas permukaan Danau Maninjau ± 99,5 km2  

dengan luas daerah tangkapan  air  mencapai  24.800 ha.  Sementara kedalaman 

maksimum mencapai ± 165 m. Berada di daerah ketinggian yang dingin dan 

memiliki view yang bagus menjadikan Danau Maninjau sangat cocok untuk 

dijadikan destinasi wisata bagi masyarakat Sumatera Barat. Danau Maninjau juga 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan perikanan, karena sebagian 

besar penduduk di sekitar danau adalah nelayan. 
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Sayangnya, kondisi Danau Maninjau saat ini sangat memprihatinkan. 

Berdasarkan berita yang dirilis oleh Antara Sumbar pada tanggal 18 Agustus 2014 

lalu, disebutkan bahwa kegiatan budidaya ikan dengan keramba telah membuat 

Danau Maninjau tercemar. Hal ini disebabkan karena pakan ikan yang masuk ke 

Danau Maninjau tidak semuanya dikonsumsi oleh ikan namun lebih dari setengah 

pakan yang masuk mengendap di dasar danau dan mencemari air Danau 

Maninjau. Berdasarkan data yang dihimpun oleh LIPI dapat diketahui bahwa 

keramba jaring apung (KJA) merupakan penyumbang limbah tertinggi, yaitu 

sebesar 94,78% dari 100% limbah yang masuk, disusul limbah deterjen sebesar 

2,17 %, lalu limbah penduduk dan pemukiman sebesar 1,82% dan terakhir limbah 

pertanian sebesar 1,22 %. Sejalan dengan itu juga berdasarkan berita yang dirilis  

Harian Singgalang per tanggal 28 Januari 2016 Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (BPLH) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyatakan kualitas air Danau 

Maninjau tercemar berat pada kelas tiga atau tidak layak digunakan sebagai 

tempat budidaya ikan air tawar dan juga tidak layak untuk konsumsi, mencuci 

maupun untuk mandi. 

Tingginya limbah yang terkandung dalam air Danau Maninjau serta 

terjadinya perubahan iklim memicu terjadinya upwelling atau kematian ikan. Dari 

periode tahun 2009-2011 telah terjadi 4 kali kejadian kematian 15.770 ton ikan 

dan menelan kerugian hingga 27,7 Milyar rupiah. Seperti berita yang dirilis oleh 

BPLH Kabupaten Agam diketahui bahwa pada 11 Agustus 2014 kemaren juga 

terjadi kematian massal ikan sebanyak 350 ton dan menyebabkan kerugian sekitar 

7,7 Milyar Rupiah. Agam dalam angka 2014 yang dirilis oleh BPS menyebutkan 
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bahwa sampai tahun 2013 kemaren lebih dari 14.347 petak KJA beroperasi. 

Senada dengan itu, Harian Singgalang per tanggal 4 februari 2014 menyebutkan 

angka ini sangat jauh melampaui batas kemampuan Danau Maninjau yang hanya 

dapat menampung 6000 petak saja.  

Untuk mengatur dan mengatasi permasalahan kerusakan ekosistem dan 

pencemaran Danau Maninjau yang salah satu penyebabnya disebabkan oleh 

limbah dari kegiatan budidaya keramba jaring apung (KJA) di Danau Maninjau 

Pemerintah Kabupaten Agam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan 

pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau. Selain melaksanakan kegiatan 

pemberdayaan bagi para petani KJA, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam juga 

membuat Kebijakan terkait keramba jaring apung (KJA) yang dikelola 

masyarakat. Riant Nugroho (2014:129) menyebutkan bahwa kebijakan publik 

adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk 

merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk 

mengantar masyarakat pada masa awal ke masa transisi dan masyarakat transisi 

menuju masyarakat yang dicita-citakan. 

Peraturan daerah Kabupaten Agam yang dibuat terkait keramba jaring 

apung adalah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang izin usaha perikanan. Didalam 

Perda ini disebutkan bahwa setiap pemilik KJA harus mengantongi izin dan 

dipungut retribusi Rp. 1000/m
2
 setiap tahunnya. Para petani keramba ini juga 

diikat dengan aturan yang jelas bahwa mereka wajib menjaga kelestarian 

lingkungan, melaporkan kegiatannya pada bupati melalui pejabat yang berwenang 

serta mempergunakan izin yang didapat dengan seharusnya. Diperkuat dengan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

kelestarian kawasan Danau Maninjau. Dimana dalam pasal 7 dikatakan akan 

diupayakan pembatasan jumlah unit KJA sebanyak 1.500 unit atau 6.000 petak 

yang pada saat ini melebihi batas sekitar 18.000 petak. 

Namun realita dilapangan implementasi Perda no 5 tahun 2014 belum 

berjalan sepenuhnya. Dan juga berdasarkan observasi yang dilakukan penulis 

terlihat masih banyaknya jumlah KJA yang dikelola oleh masyarakat yang 

melebihi ketetapan yang diperbolehkan yaitu sekitar 6.000 petak. Dapat dilihat 

banyaknya petak keramba jaring apung (KJA) yang menutupi permukaan Danau 

Maninjau khususnya disekitar keNagarian Koto Kaciak dan Koto Malintang.  

Seakan bukan berusaha mengurangi jumlah keramba jaring apung malah ada 

kesan pembiaran oleh pemerintah daerah dengan dalih untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat dengan pembudidayaan kerambak jaring apung,walau 

pada kenyataannya limbah dari kegiatan budidaya KJA merupakan penyumbang 

terbesar limbah yang mencemari Danau Maninjau. Pencemaran Danau Maninjau 

juga sudah semakin parah dan kondisi air sudah tercemar berat dan tidak layak 

digunakan untuk keperluan sehari-hari. 

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga harus mengimplementasikan 

kebijakan yang dibuat di lapangan sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan 

yang dibuat. Implementasi kebijakan adalah tahap yang paling penting dalam 

kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang dibuat benar telah 

dilaksanakan di lapangan dan menghasilkan perubahan dan dampak nyata seperti 

yang telah direncanakan pada saat pembuatan kebijakan. Dalam bukunya Riant 
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Nugroho (2012:21) menyebutkan bahwa implementasi intinya adalah kegiatan 

untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer 

kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan 

kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output 

dapat diterima sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu 

diwujudkan. 

Berdasarkan data-data diatas penulis penulis tertarik  untuk meneliti dan 

memahami permasalahan di Danau Maninjau dengan judul  “Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Kelestarian Kawasan Danau Maninjau .” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yaitu : 

1. Angka pertumbuhan keramba jaring apung (KJA) di Danau Maninjau 

melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Agam. 

2. Limbah yang ditimbulkan oleh kegiatan keramba jaring apung (KJA) 

penyumbang terbesar terhadap pencemaran Danau Maninjau. 

3. Tingkat pencemaran air Danau Maninjau sudah memasuki kelas tiga sudah 

tidak layak pakai. 

4. Tingginya angka kematian ikan di Danau Maninjau sehingga menimbulkan 

kerugian yang sangat besar hingga milyaran rupiah. 
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C. Fokus Permasalahan 

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi diatas, mengingat keterbatasan 

kemampuan penulis bahkan  luasnya aspek yang diteliti dan agar penelitian ini  lebih 

terarah maka permasalahan ini difokuskan kepada Implementasi Perda Kabupaten 

Agam No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau 

Maninjau. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu :                                                                                                                     

1 Bagaimana Implementasi Perda  Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau ? 

2 Apa Saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Kabupaten 

Agam No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau 

Maninjau ? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Agam No 5 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda 

Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian 

Kawasan Danau Maninjau. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, 
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Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu 

Pengetahuan Sosial dimasa mendatang, terutama dalam Ilmu Administrasi Publik 

khususnya dibidang Implementasi Kebijakan. 

2. Secara praktis,  

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi 

pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan evaluasi kebijakan dan  

melakukan permberdayaan bagi para nelayan di Danau Maninjau. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat sejauh mana 

Implementasi Perda Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan penulis 

dalam pemenuhan tugas akhir skripsi dijurusan Ilmu Administrasi Negara 

Universitas Negeri Padang. 

 

 

 

 

 


